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LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN 2016 
 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR  1 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI WAKATOBI,  
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 
330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan  Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada 
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

http://5.undang-unda.ng/
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4027); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil 
Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4417) 
sebagaiamana telah diubah tiga kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4502);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah; 

29.  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2008  Nomor 3); 

30.  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2013 Nomor 24); 

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 

32. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman 
Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2013 Nomor 26); 
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33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8); 

34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010  Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun 2010 Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2010 Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai 
Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
2010 Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 
27); 

39. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan 
Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
 

dan 
 

BUPATI WAKATOBI 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 
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2010 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH. 

 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) 
diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) 
diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni 
huruf a1, diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf 
baru yakni huruf b1, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 
huruf baru yakni huruf c1, dan ayat (4) diantara huruf a dan 
huruf b sisipkan 1 huruf baru yakni huruf a1, diantara huruf b 
dan huruf c disisipkan 1 huruf baru yakni huruf b1, serta ayat (5) 
diubah sehingga Pasal 194 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 194 
 

(1)  Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan 
sistem akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrual yang 
ditetapkan oleh Bupati mengacu pada Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

(2)  Sistem akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual 
sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) menunjukan rangkaian 
proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi 
transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, 
memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, 
menyusun kertas kerja konsolidasian dan diakhiri dengan 
penyusunan laporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 
dilakukan secara manual atau  menggunakan aplikasi 
komputer. 

(3)  Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyusun laporan keuangan yang meliputi : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
a1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
b. Neraca; 
b1. Laporan Operasional; 
c. Laporan arus kas;  
c1. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

(4)  Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyusun laporan keuangan yang meliputi : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
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a1. Laporan Operasional; 
b. Neraca; 
b1. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 
c. Catatan atas laporan keuangan. 

(5)  Sistem akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas; 
b. Sistem Akuntansi Investasi; 
c. Sistem Akuntansi Piutang; 
d. Sistem Akuntansi Persediaan; 
e. Sistem Akuntansi Aset Tetap; 
f. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi 

Aset Tidak Berwujud; 
g. Sistem Akuntansi Dana Cadangan; 
h. Sistem Akuntansi Aset Lainnya; 
i. Sistem Akuntansi Kewajiban; 
j. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja; 
k. Sistem Akuntansi Pendapatan; 
l. Sistem Akuntansi Pembiayaan; 
m. Sistem Akuntansi Transfer; 
n. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan 
o. Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian. 

(6)  Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan pada SKPD dan 
SKPKD. 

(7)  Sistem  akuntansi  Pemerintah  Daerah  pada  SKPD  
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPK-
SKPD. 

(8)  Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1)  disusun  dengan  berpedoman  
pada  prinsip  pengendalian intern dan standar akuntansi 
Pemerintahan. 

(9)  Sistem akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh 
PPKD sedangkan Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh 
PPK-SKPD. 

(10) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur 
penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara 
pengeluaran. 

2. Ketentuan Pasal 196 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, 
sehingga Pasal 196 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 196 
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(1)  Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan 
akuntansi berbasis akrual untuk dijadikan dasar 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas 
aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan serta bentuk pelaporannya. 

(2)  Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat : 
a. Definisi,  pengakuan,  pengukuran, penyajian dan 

pelaporan  setiap  akun dalam laporan keuangan; dan 
b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan 

keuangan. 
(3)  Kebijakan akuntansi berbasis akrual sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada 
standar akuntansi Pemerintah. 

3. Ketentuan Pasal 207 ayat (3) diantara huruf a dan huruf b 
disisipkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf a1 dan huruf a2, 
sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut : 
  

Pasal 207 
 

 

(1)  Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 206 ayat  (1)  disampaikan kepada Bupati melalui 
PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir. 

(2)  Laporan  keuangan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  
disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil 
pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

(3)  Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri dari : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
a1. Laporan Operasional; 
a2. Laporan Perubahan Equitas; 
b. Neraca; 
c. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(4) Laporan  keuangan  SKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  
ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Kepala SKPD 
bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya 
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian 
intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan 
sesuai dengan peraturan Perundang- undangan. 

4. Ketentuan Pasal 208 ayat (3) diantara huruf a dan huruf b 
disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf a1, diantara huruf b 
dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf b1, 
diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 huruf baru yakni huruf 
c1, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 208 
(1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah 

dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan 
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)  
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhimya tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 

(3)  Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
a1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
b. Neraca; 
b1. Laporan Operasional; 
c. Laporan arus kas; 
c1. Laporan Perubahan Equitas; dan 
d. Catatan atas laporan keuangan. 

(4)  Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
yang mengatur tentang standar akuntansi Pemerintahan. 

(5) Laporan keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar 
realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan 
daerah. 

(6)  Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan 
Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi 
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan 
sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

5. Ketentuan Pasal 211 ayat (2) diubah sehingga Pasal 211 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 211 
 

(1) Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 
lampirannya kepada DPRD  berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, 
laporan perubahan Selisih Anggaran Lebih, neraca, laporan 
arus kas, laporan opersional, Laporan Perubahan Ekuitas, 
catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan 
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laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/perusahaan daerah. 

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan  APBD  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  
dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

(4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari : 

a.  ringkasan laporan realisasi anggaran; dan  
b.  penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi. 

  Ditetapkan di Wangi-Wangi 
  pada tanggal   23 – 1 -2016 

 

          BUPATI WAKATOBI, 

       TTD/CAP 

                 H U G U A 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal      23 – 1 - 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 

                         TTD/CAP 
 

                      H. SUDJITON 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2016 
NOMOR : 1 
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